
 
 

        

 

  

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

                                      NOMOR 180/71 TAHUN 2023 

      TENTANG 
 

 HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH                             

KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 – 2043 

 

        GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah     

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor        
6 Tahun 2023 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 18 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Tata Ruang Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2043, 
perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum, peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;  

  b. 

 

 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Rencana                 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2023 - 2043; 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
 

  3.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi     
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6867); 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

  5.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121); 

  6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 464); 

       
Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi Evaluasi Raperda 

Kabupaten Banjarnegara Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2043 

tanggal 12 Juli 2023; dan  

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12.5/ 
8480/Bangda tanggal 28 Juli 2023 hal Hasil Konsultasi 

dalam rangka Evaluasi Raperda tentang RTRW Kabupaten 
Banjarnegara. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2043, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini. 
 



KEDUA : Bupati Banjarnegara bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Banjarnegara melakukan 
penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun 2023–2043 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) 
hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini. 

 KETIGA : Bupati Banjarnegara menyampaikan Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjarnegara yang telah disempurnakan 
dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur untuk 
mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah. 

 KEEMPAT : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang telah 

ditetapkan oleh Bupati Banjarnegara disampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina 
Pembangunan Daerah dan Gubernur Jawa Tengah paling 

lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. 

 KELIMA : Dalam hal Bupati Banjarnegara dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tidak 

menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 
dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara menjadi 
Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.  

 

Ditetapkan di  Semarang 

pada tanggal 22 Agustus 2023 

   GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

                                                     ttd 

   GANJAR PRANOWO 

 

  

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; 
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 

3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional Republik Indonesia ; 

4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia; 
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 

6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi 

Jawa Tengah; 

8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi                    
Jawa Tengah; 

9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 
Provinsi Jawa Tengah; 



10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi                        

Jawa Tengah; 
13. Kepala Biro Hukum SETDA  Provinsi Jawa Tengah; 
14. Bupati Banjarnegara; 

15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara. 

  

 



 

 


